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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 berbunyi ”Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing 

sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara 

demokratis”, dengan demikian pada pasal tersebut telah menyatakan bahwa 

kepala daerah dipilih secara demokratis atau melibatkan peran serta dari 

masyarakat. Hal tersebut kemudian dipertegas kembali dalam UU Nomor 

23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kepastian 

hukum bahwa makna dipilih secara demokratis adalah pemilihan langsung 

oleh rakyat. Rakyat bebas memilih sosok yang dikehendaki untuk menjadi 

pemimpinnya. Immanuel Kant seperti berpendapat bahwa tujuan negara 

adalah menegakkan hukum dan menjamin kebebasan warga negaranya. 

Dalam pengertian kebebasan disini adalah kebebasan dalam batas- batas 

perundang-undangan, sedangkan yang membuat undang undang adalah 

rakyat sendiri. Undang undang merupakan penjelaan kemauan atau 

kehendak rakyat. Jadi rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi atau 

kedaulatan.1.Kedaulatan rakyat salah satunya dapat diwujudkan dengan 

diadakannya pemilihan umum yang merupakan salah satu sendi untuk 

tegaknya system politik demokrasi.Tujuan Pemilihan

 

1 Saptomo Ade, Hukum Dan Kearifan Local (Revitalisasi Hukum Adat 

Nusantara),Gramedia. Jakarta, 2010, ham 13 
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Umum tidak lain adalah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi.2 

Pendapat ahli tersebut menunjukan hubungan antara yuridis normatif dengan 

Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa 

Indonesia sebagai negara demokrasi menjunjung tinggi prinsip demokrasi, dimana 

partisipasi rakyat dibutuhkan dalam pemilihan sosok kepala daerahnya. Pengakuan 

atas perlunya peran aktif dari masyarakat dalam memilih pemimpin di daerahnya 

berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang Undang Dasar 1945 menjadi pedoman ataupun 

dasar dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah atau Pemilukada di Indonesia 

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah cara atau strategi yang dipilih, agar 

penyelenggaraan NKRI ini dapat menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan 

merata di seluruh wilayah tanah air dan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta 

masyarakat.3 Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah bahwa “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.Dalam penyelenggaraan 

otonomi daerah, kepala daerah mempunyai kedudukan yang penting dan menonjol pada 

suatu struktur pemerintahan daerah. Dalam konteks hubungan dengan kepala daerah 

guna perumusan dan implementasi kebijakan publik peranan kepala daerah sangat 

strategis, bukan hanya untuk merumuskan dan mengambil inisiatif, tetapi juga untuk 

mempengaruhi keputusan yang dihasilkan. Kepala daerah sebagai puncak piramida 

hierarki administratif, memiliki peranan dalam menjalankan keseluruhan peraturan 

 
2 Zainal Abidin Saleh Demokrasi dan Partai Politik artikel pada Jurnal Legislasi Indonesia Vol 5 
3 Winarmo, Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan, Jakarta,sinar grafika, 2017 hal.209 
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daerah yang dibuat bagi pemerintah daerah yang lebih tinggi atau badan perwakilan 

daerah. Dengan demikian ia mempunyai hak dan kewajiban untuk membuat keputusan 

yang diperlukan untuk menjalankan peraturan dari unit pemerintahan yang lebih tinggi. 

Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan suatu sarana bagi rakyat dalam 

memilih pemimpinnya untuk mengisi jabatan kenegaraan, baik itu eksekutif maupun 

legislatif secara demokratis. Pilkada merupakan agenda untuk melakukan perubahan 

yaitu dengan memilih pemimpin baru. Pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan 

setiap lima tahun sekali mampu membawa harapan lahirnya para pemimpin baru yang 

bisa membawa perubahan berarti bagi bangsa dan mengubah Indonesia menjadi lebih 

baik. Pemilihan kepala daerah merupakan penyokong untuk tegaknya sistem politik 

demokrasi yang pada hakikatnya, tujuan demokrasi adalah membuka akses seluas 

mungkin bagi partisipasi masyarakat dalam menentukan pimpinan pemerintahan. 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak menjadi arena baru bagi rakyat Indonesia, 

Pilkada yang selalu diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali pada akhirnya mengalami 

perubahan dengan dilaksanakanya pilkada serentak nasional yang pada hakikatnya 

merupakan gagasan yang dibangun oleh negara yang dilatarbelakangi alasan bahwa 

pelaksanaan pilkada serentak dipandang lebih efisien dari sisi anggaran 

penyelenggaraan serta dimaksudkan agar stabilitas sosial, politik, dan penyelenggaraan 

pemerintahan tidak terlalu sering terganggu oleh eskalasi politik dari pelaksanaan 

pilkada yang terus menerus.4 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2013  pasal 1 ayat 3 

menyebutkan bahwa  Penjabat Kepala Daerah Adalah Pejabat Yang Ditetapkan Oleh 

Presiden Untuk Gubernur Dan Pejabat Yang Ditetapkan Oleh Menteri Dalam Negeri 

 
4  Ahmad Gelora Mahaerdika, Problematika yuridis pengisian penjabat semesntara kepala daerah dalam 

sistem ketatanegaraan, jurnal hukum dan perundang-undangan  volume 2 nomor 2 hal.26 
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Untuk Bupati Dan Walikota Untuk Melaksanakan Tugas, Wewenang Dan Kewajiban 

Kepala Daerah Dalam Kurun Waktu Tertentu. Adapun Mekanisme pengisisan 

kekosongan jabatan kepala daerah selanjutnya yakni melalui penunjukan penjabat (Pj) 

kepala daerah. penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah berdasarkan beberapa keadaan, 

yakni: 

a) Apabila kepala daerah definitif diberhentikan sementara tanpa melalui usulan 

DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan 

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana 

terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain 

yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dan tidak ada 

wakil kepala daerah. 

b) Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena :  (a). 

meninggal dunia, (b). permintaan sendiri, (c). diberhentikan , dan (d) masa 

jabatannya kurang dari 18 (delapan belas) bulan. 

c) Apabila belum ada pasangan calon terpilih karena hasil pemilihan kepala daerah 

tidak memenuhi persyaratan suara lebih dari 50% (lima puluh persen). 

d) Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil 

bupati serta walikota dan wakil walikota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 

2022 dan tahun 2023 karena mengalami penundaan akibat pemilihan serentak 

nasional pada tahun 2024. 

Pengangkatan atau penunjukkan penjabat kepala daerah merupakan suatu 

bentuk degradasi politik dalam sistem demokrasi Hal ini menimbulkan pertanyaan 

terkait legitimasi politik penjabat yang ditunjuk tanpa keterlibatan rakyat. 

Negara dalam demokrasi memberikan legitimasi politik bersumber dari rakyat, 

orang yang diperintah (thegovernend). Pemerintah yang sah dan legitimate jika 
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memperoleh persetujuan dari pihak yang diperintah. Persetujuan memiliki implikasi 

pada kewajiban untuk patuh (obey). Karena itu legitimasi politik bagi pemerintah 

menjadi penting dalam konteks demokrasi karena dua alasan, pertama, legitimasi 

politik menjadi alasan bagi rakyat untuk patuh kepada pemerintah sebagai konsekuensi 

dari persetujuan yang diberikan  Pemerintah yang tidak melalui mekanisme persetujuan 

rakyat tidak memiliki hak moral untuk memerintah, sehingga dengan demikian, rakyat 

tidak memiliki kewajiban moral untuk patuh.Kedua, legitimasi politik memberikan 

landasan moral bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang mengikat secara 

hukum.5 

Namun dengan dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Penjabat 

Walikota mengakibatkan sejumlah daerah kini dipimpin oleh Kepala Daerah pilihan 

Pemerintah pusat atau eksekutif. Diundurnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah 

dan akan mengakibatkan sejumlah daerah baik Daerah Tingkat 1 atau Provinsi maupun 

daerah tingkat 2 atau Kabupaten/Kota, dipimpin oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah. 

Hal itu tentunya tidak lepas dari berbagai kontroversi, berbagai kritikan datang 

dari sejumlah organisasi masyarakat sipil, bahkan sejumlah masyarakat sampai 

menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) 

karena dinilai pada proses penunjukkan Pj Kepala Daerah oleh pemerintah pusat atau 

eksekutif tidak memiliki transparansi yang jelas serta tidak mencerminkan nilai-nilai 

demokrasi pada umumnya yakni, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Sebagai 

masyarakat yang hidup dalam negara demokrasi tentu menyuarakan pendapat 

merupakan hal yang sah-sah saja. Namun diatas kebebasan dalam berpendapat tersebut, 

 
5  Laode Harjudin, Tergerusnya Kedaulatan Rakyat dan Menguatnya Dominasi Pemerintah Pusat, 

jurnal hukum Volume 5 No 4 (January 2022) 
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hal yang perlu ditekankan adalah bahwa ada hak-hak warga negara untuk memilih 

pemimpin di daerahnya atau hak untuk dipilih yang tidak difasilitasi oleh negara dalam 

suatu ajang demokrasi bernama Pemilihan Kepala Daerah atau sering disebut 

Pilkada.Pengisian kekosongan PJ Kepala Daerah oleh Pemerintah Pusat yang kini telah 

berlangsung dan masih akan berlangsung merupakan konsekuensi dari adanya 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, 

Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota. 

Sejumlah masyarakat sipil menilai bahwa tindakan Pemerintah yang main 

tunjuk terhadap sosok figure yang menjadi kepala daerah telah mengabaikan unsur 

Demokratis sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonsia tahun 1945 yang juga menegaskan bahwa kedaulatan berada 

ditangan rakyat. Sejumlah masyarakat dari berbagai latar belakang juga pernah 

melayangkan gugatan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi pada 25 Januari 2022 

yang kemudian tercatat dengan nomor perkara 15/PUU/-XX/2022. Pada prosesnya 

gugatan tersebut diputuskan untuk ditolak oleh Hakim Konstitusi pada tanggal 10 Maret 

2022. 

Mengingat bahwa ditundanya Pemilihan Kepala Daerah demi dilakukan 

serentak pada tahun 2024 merupakan sejarah baru bagi dunia demokrasi di Indonesia.ini 

merupakan momen dimana PJ Kepala Daerah berkuasa dalam kurun waktu cukup lama 

tanpa perlu mendapatkan dukungan dari rakyat sebagai legitimasinya.Tentu hal ini 

sangat berbeda dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, dimana terdapat Pejabat 

Sementara (Pjs) Kepala Daerah yang ditunjuk pemerintah dalam hal Kepala Daerah 

definitife telah habis masa jabatannya dan sedang terlibat kampanye politik dalam ajang 

Pilkada yang sedang berlangsung sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara Bagi 
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Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati,serta Walikota dan Wakil 

Walikota. 

Dari semua rangkaian yang telah diuraikan penulis di atas, penulis 

berpandangan bahwa praktik peinyalahgunaan keiwe inangan dan keikusaan dalam 

pe ingisian PJ Ke ipala Daeirah teirgolong untuk sulit dihindari. Ole ih kareina itu meikanismei 

pe inunjukan PJ Ke ipala Dae irah untuk meingisi ke ikosongan jabatan Ke ipala Daeirah 

meinjadi patut untuk dipe irtanyakan, artinya hak de imokrasi masyarakat di seijumlah 

dae irah untuk beirpartisipasi dalam me imilih seicara langsung pe imimpin dae irahnya tidak 

dipeinuhi peimeirintah. Ke imudian deingan sikap yang ditunjukkan oleih peime irintah 

teirhadap be irbagai kritikan ataupun pe irmintaan informasi publik teirkait me ikanisme i 

pe ingisian keikosongan jabatan Keipala Daeirah yang dilayangkan oleih seijumlah organ 

masyarakat organ sipil, se irta reispon pe imeirintah pusat meinjawab pe irsoalan ini pun 

be ilum mampu meinyakinkan masyarakat bahwa alur peinunjukan PJ Keipala Daeirah 

teilah beirlangsung de ingan proseis transparan dan de imokratis. atas dasar itulah peinulis 

meinge imukakan judul skripsi yaitu “ANALISIS YURIDIS PEiNGISIAN 

KEiKOSONGAN JABATAN KEiPALA DAEiRAH BEiRDASARKAN 

PEiRMEiNDAGRI NOMOR 4 TAHUN 2023 TEiNTANG PEiNJABAT 

GUBEiRNUR,PEiNJABAT BUPATI,DAN PEiNJABAT WALIKOTA”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Be irdasarkan latar beilakang di atas, maka rumusan masalah dalam peine ilitian 

Skripsi ini yaitu: 

1. Bagaimana pe ingaturan pe ingisian ke ikosongan jabatan Keipala Daeirah be irdasarkan 

Pe irmeindagri No 4 Tahun 2023? 
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2. Bagaimana analisis keitidakseisuain antara Peirme indagri No 4 Tahun 2023 de ingan 

Te iori Deimokrasi dan Teiori Keidaulatan Rakyat? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dipeiroleih dari peineilitian ini adalah: 

1. Untuk meimahami peingaturan pe ingisian keikosongan jabatan Keipala Daeirah 

be irdasarkan Pe irmeindagri No 4 Tahun 2023. 

2. Untuk meinganalisis keitidakseisuain antara Peirme indagri No 4 Tahun 2023 de ingan 

Te iori Keidaulatan Rakyat. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin dipeirole ih dari peine ilitian ini adalah: 

1. Manfaat Teioritis 

Se icara teioritis, peine ilitian ini diharapkan dapat meinjadi peidoman bagi mahasiswa 

hukum,khususnya pada bidang Hukum Tata Ne igara yang meilakukan pe ine ilitian 

teirkait masalah peinunjukan PJ Ke ipala Daeirah ole ih Pe imeirintah Pusat.  

2. Manfaat Praktis 

Se icara praktis, peine ilitian ini diharapkan dapat meimbe irikan kontribusi te irhadap 

pihak-pihak yang beirke ipe intingan dalam peinye impurnaan suatu keibijakan seirta 

dapat beirmanfaat meinambah wawasan disiplin ilmu hukum te intang keibijakan 

pe imeirintah dalam meinunjuk PJ Ke ipala Daeirah 

E. Kerangka Konseptual 

1. Analisis Yuridis 
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Me inurut Kamus Hukum,kata Yuridis beirasal dari kata Yuridisch yang be irarti 

meinurut hukum atau dari seigi hukum.Dapat disimpulkan analisis yuridis beirarti 

pe inye ilidikan teirhadap suatu peiristiwa dari sudut pandang atau seigi hukum.6 

2. Ke ipala Daeirah  

Ke ipala Daeirah adalah Gube irnur, Bupati dan Walikota, hal teirseibut dijeilaskan 

dalam Pasal 1 Pe irme indagri Nomor 35 tahun 2013. Prose is pe imilihannya seindiri 

sudah diteigaskan dalam UUD 1945, beirdasarkan Pasal 18 ayat 4 UUD 1945, 

Gube irnur, Bupati dan Walikota masing-masing se ibagai keipada peimeirintah daeirah 

Provinsi, Kabupatein, dan Kota dipilih seicara deimokratis. 

3. Pe injabat(PJ) Ke ipala Daeirah 

Pasal 1 Peirme indagri Nomor 35 tahun 2013 be irbunyi, Pe injabat Keipala Dae irah adalah 

pe ijabat yang diteitapkan oleih Pre iside in untuk Gube irnur dan Peijabat yang diteitapkan 

oleih Meinte iri Dalam Ne ige iri untuk Bupati dan Walikota untuk meilaksanakan tugas, 

we iwe inang dan keiwajiban ke ipala daeirah dalam kurun waktu teirteintu. 

F. Landasan Teori 

1. Teori Demokrasi 

De imokrasi se iring diartikan seibagai ke ikuasaan oleih rakyat.Se icara bahasa 

de imokrasi adalah keiadaan neigara dimana keidaulatan atau keikuasaan beirada 

ditangan rakyat.Banyak ne igara yang meine irima dan meine irapkan konseip de imokrasi. 

Se icara Teirminologi (istilah) seipe irti yang dikeimukakan Joseiph A Sche ime iteir 

de imokrasi meirupakan suatu peireincanaan institusional untuk meincapai ke iputusan 

 
6 https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/ diakses pada tanggal 19 Maret 2024 

https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/


10 
 

politik dimana individu-individu meimpeiroleih ke ikuasaan untuk meimutuskan cara 

pe irjuangan kompeititif atas suara rakyat.7 

Dalam peilaksanaan de imokrasi te irdapat beibe irapa prinsip yang wajib 

dijalankan se ipeirti adanya peimbagian keikuasaan, peimilihan umum yang 

be ibas,manaje imeint yang teirbuka,keibe ibasan individu,dan peiradilan yang be ibas.8 

Di Indoneisia, deimokrasi lokal meirupakan subsisteim dari de imokrasi yang 

meimbe irikan pe iluang bagi peime irintah daeirah dalam meinge imbangkan ke ihidupan 

hubungan pe imeirintahan daeirah deingan rakyat dilingkungannya.Se imeinjak eira 

reiformasi de imokrasi yang diteirapkan meingarah pada deimokrasi partisipatif 

langsung. 

 

 

 

2. Teori Kedaulatan Rakyat 

Se icara seideirhana keidaulatan rakyat dapat diartikan seibagai keikuasaan 

teirtinggi yang be irada di tangan rakyat. Plato beirpe indapat bahwa ke idauilatan rakyat 

dapat teirwuijuid dalam suiatui pe iime iirintahan yang dipimpin oleih orang yang 

bijaksana, se ihingga ia sangat meinganjuirkan pe imeirintahan itui dilakuikan ole ih 

folosof yang diyakini bisa beirtindak bijaksana. Seidangkan meinuiruit Jhon Loche i 

teircapainya ke idauilatan rakyat maka ke ikuiasaan yang ada dalam neigara hsruis 

dipisahkan ke i dalam duia aspeik ke ikuiasaan. 

 

7 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UU 1945, 

Gramedia, Jakarta, 2010, hal 15 

8 https://tpb.uncp.ac.id/2022/12/ini-prinsip-prinsip-demokrasi-menurut-alamudi.html, diakses tanggal 

18 Maret 2024 

https://tpb.uncp.ac.id/2022/12/ini-prinsip-prinsip-demokrasi-menurut-alamudi.html
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Konse ip ke idauilatan rakyat meinuiruit Jimly Assiddiqiei diwuijuidkan meilaluii 

instruimeint-instruimein huikuim dan systeim ke ileimbagaan neigara dan pe ime irintahan 

se ibagai instituisi huikuim yang teirtib. Ole ih kareina itui produ ik huikuim yang dihasilkan 

haruislah me inceirminkan pe irwuijuidan prinsip ke idauilatan rakyat. Pe imeirintah 

Indoneisia se icara formal meingakuii bahwa ke ikuiasaan ada di tangan rakyat dan 

dilakuikan seipe inuihnya ole ih Majeilis Pe irmuisyawaratan Rakyat. 

Adapuin pe ilopor dari te iori keidauilatan rakyat ini yaitui Je ian Jacquie is, 

meimbe irikan peindapat bahwasanya ke idauilatan ataui ke iku iasaan teirtinggi be irada di 

tangan rakyat, seimeintara ke ipala neigara atauipuin raja hanya meiruipakan pe ilaksana 

dari apa yang te ilah dipuituiskan mauipuin dike iheindaki oleih rakyat. Te iori ke idauilatan 

rakyat juiga diikuiti oleih Immanuie il Kant yang meinge imu ikakan bahwa tuijuian dari 

ne igara adalah uintuik me ine igakkan huikuim dan meinjamin ke ibe ibasan dalam batas-

batas peiruindang-uindangan. 

G. Orisinalitas Penelitian 

Keterangan Syarifuddin Usman Fahri Bahmid Simson 

Judul Polemik Pengangkatan 

Penjabat Kepala Daerah 

Keabsahan 

Pengisian Penjabat 

Kepala Daerah dari 

Tentara Nasional 

Indonesia 

Analisis Yuridis 

Pengisian 

Kekosongan Jabatan 

Kepala Daerah 

Berdasarkan 

Permendagri No 4 

Tahun 2023 
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Pembahasan Be iliaui meingangkat stuidi 

kasuis Peinjabat Ke ipala 

Dae irah di Kabuipatein 

Puilaui Morotai yang 

dimana dalam hal 

pengangkatan Penjabat 

Kepala Daerah tersebut 

terdapat cacat hukum 

moril 

Be iliaui meine iliti 

bahwa 

pe ingangkatan TNI 

aktif uintuik meingisi 

jabatan keipala 

dae irah meilanggar 

pe iratuiran 

pe iruindang-

uindangan seirta 

tidak seisuiai 

de ingan suipre imasi 

sipil yang 

dipeirjuiangan pada 

masa reiformasi 

Proses Penunjukan 

Penjabat Kepala 

Daerah Berdasarkan 

Permendagri No 4 

Tahun 2023 serta 

Analisis Terhadap 

Teori Demokrasi dan 

Teori Kedaulatan 

Rakyat 

Pe ine ilitian yang dilakuikan Syarifuiddin Uisman se iorang dose in di Uiive irsitas 

Muihammadiyah Maluikui Uitara yang meilakuikan peine ilitian teintang”Poleimik 

Pe ingangkatan Pe injabat Ke ipala Daeirah” didalamnya beiliaui meingangkat stuidi kasuis 

Pe injabat Keipala Daeirah di Kabuipate in Puilaui Morotai. Se ilanjuitnya peine ilitian yang 

dilakuikan oleih Fahri Bahmid deingan juiduil “Ke iabsahan Pe ingisia Peinjabat Keipala 

Dae irah dari Te intara Nasional Indone isia” didalam peine iltian teirseibuit beiliaui meine iliti 

bahwa pe ingangkatan TNI aktif uintuik meingisi jabatan ke ipala daeirah meilanggar 

pe iratuiran pe iruindang-uindangan seirta tidak seisuiai deingan suipreimasi sipil yang 

dipeirjuiangan pada masa reiformasi uintuik meinghapuiskan doktrin Dwifuingsi ABRI. 

Se iteilah meingkaji dari pe ine ilitian te irdahuilui maka dapat disimpuilkan bahwa 

pe ine ilitian yang akan dilakuikan ole ih pe inuilis beirbeida, me imiliki uinsuir ke ibaruian dan 
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ke iorisinalitasan dari peine iliti seibe iluimnya. Se ihingga hasil yang nantinya didapat dari 

pe ine ilitian yang akandilaku ikan pe inuilis ini akan dapat diguinakan se ibagai pe inambah 

wawasan ke iilmuian bagi kita seimuia. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Tipe Penelitian 

Tipei pe ine ilitian yang diguinakan peinuilis dalam peine ilitian ini adalah Peine ilitian 

Huikuim Yuridis Normatif. Nama lain dari peine ilitian huikuim normatif adalah peine ilitian 

huikuim doktrineir, juiga diseibuit seibagai  peine ilitian pe irpuistakaan ataui stuidi dokuimein. 

Dise ibuit peine ilitian huikuim doktrineir, kareina peine ilitian ini dilakuikan ataui dituijuikan 

hanya pada peiratuiran-pe iratuiran yang teirtuilis ataui bahan-bahan huikuim yang lain. 

Se ibagai peine ilitian peirpuistakaan atauipuin stuidi dokuimein diseibabkan peine ilitian ini  leibih 

banyak dilakuikan teirhadap data yang be irsifat seikuinde ir yang ada di 

pe irpuistakaan.Te irmasuik dalam data se ikuindeir me ilipuiti buikui-buikui, buikui-buikui harian, 

suirat-suirat pribadi, dan dokuimein-dokuimein re ismi dari peimeirintah.Data se ikuinde ir ini 

dapat beirsifat pribadi dan be irsifat puiblik. 

 

 

2. Pendekatan Penelitian 

a) Pe inde ikatan Pe iruindang-uindangan 

Pe inde ikatan yang diguinakan peinuilis dalam peine ilitian huikuim ini adalah 

Pe inde ikatan pe iruindang-uindangan (Statuitei Approach). Peiratuiran pe iruindang-

uindangan adalah peiratuiran teirtuilis yang meimuiat norma huikuim yang meingikat 

se icara uimuim dan dibeintuik ataui diteitapkan oleih leimbaga Neigara ataui peijabat 

yang beirwe inang meilaluii proseiduir yang diteitapkan dalam peiratuiran peiruindang-
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uindangan. Dari peingeirtian teirseibuit, se icara singkat dapat dikatakan bahwa yang 

dimaksuid seibagai Statuie i beiruipa leigislasi dan reiguilasi. Jika de imikian, Peine iliti 

meilakuikan pe ine ilitian de ingan cara meine ilaah pe iruindang-uindangan yang ada 

se irta reiguilasi yang beirsangkuit pauit de ingan peirmasalahan huikuim yang se idang 

dikaji. 

b) Pe inde ikatan Konse iptuial 

Me inuiruit Bahde ir Johan Nasuition, Peinde ikatan konse iptuial, yaitui peine ilitian 

teirhadap konse ip-konseip huikuim seipe irti : suimbe ir huikuim, fuingsi huikuim, 

leimbaga huikuim, dan se ibagainya. Konse ip huikuim ini beirada pada tiga ranah ataui 

tataran seisuiai tingkatan ilmui huikuim itui se indiri yaitui: tataran ilmui huikuim 

dogmatic konse ip huikuimnya teiknis yuiridis, tataran teiori huikuim konse ip 

huikuimnya konse ip huikuim, tataran filsafat huikuim konseip huikuimnya konse ip 

dasar.9 

 

3. Pengumpulan Bahan Hukum 

Bahan huikuim yang diguinakan peinuilis adalah seibagai beirikuit : 

a) Bahan Huikuim Primeir  

Bahan huikuim primeir yaitui bahan huikuim yang be irsifat meingikat dan diteitapkan 

oleih pihak yang be irwe inang, se ipeirti Uindang-uindang Dasar Ne igara Re ipuiblik 

Indoneisia, Pe iratuiran-peiratuiran lainnya yang dibuiat oleih pe imeirintah. Dalam 

pe ine ilitian ini peinuilis meingguinakan bahan huikuim primeir yang antara lain: 

1. Uindang-Uindang Dasar Re ipuiblik Indone isia Tahuin 1945 

2. Undang-Undang No 32 Tahun 2014 

3. Undang-Undang No 10 Tahun 2016 

 
9 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 92. 
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4. Pe irmeindagri Nomor 4 Tahuin 2023 

b) Bahan huikuim Se ikuindeir 

Bahan huikuim seikuinde ir adalah bahan huikuim yang diguinakan uintuik me imbeiri 

pe injeilasan yang be irhuibuingan de ingan bahan-bahan huikuim primeir dalam be intuik 

karya ilmiah, liteiratuir-lite iratuir teirtuilis oleih para ahli yang beirhuibuingan de ingan 

topik peirmasalahan dalam peinuilisan ini. 

c) Bahan Huikuim Teirsieir 

Bahan huikuim teirsieir yaitui bahan huikuim yang meimbe irikan suiatui pe ituinjuik dan 

pe injeilasan te irhadap bahan huikuim primeir dan se ikuinde ir antara lain dapat be iruipa 

kamuis, artike il, dan lain se ibagainya yang be irhuibuingan de ingan pe ine ilitian ini agar 

meimpe iroleih informasi teirbarui yang re ileivan. 

4. Analisis Bahan Hukum 

a) Me inginveintarisasi seimuia pe iratuiran pe iruindang-uindangan yang ada de ingan 

masalah yang dibahas. 

b) Me insisteimatisasi bahan-bahan huikuim yang teirkait deingan pe irmasalahan-

pe irmasalahan yang diteiliti. 

c) Me inginteirpre itasi peiruindang-uindangan yang be irhuibuingan de ingan masalah 

yang dibahas. 

I. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini dituilis deingan meingguinakan meitodologi peinuilisan yang luigas yang 

be iruisaha me injeilaskan masalah-masalah teirkini dan akan dibahas dalam bab beirikuit. 

Pe inuilis meimbaginya meinjadi eimpat bab agar leibih teirkonseintrasi, dan seisuiai 

ke ibuituihan, se itiap bab dibagi lagi meinjadi bagian-bagian yang leibih ke icil, seibagai 

be irikuit: 
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BAB I  PEiNDAHUiLUiAN 

Bab ini beirfuingsi seibagai peingantar, di mana peinuilis meimbahas latarbeilakang 

masalah, pe iruimuisannya, tuijuian dan manfaat peine ilitian, landasan te iori, 

meitodologi pe ine ilitian, dan sisteimatika peinuilisan. 

BAB II TINJAUiAN PUSTAKA KONSEP PENGISIAN PENJABAT (PJ) KEPALA 

DAERAH, TEORI DEMOKRASI, SERTA TEORI KEDAULATAN 

RAKYAT 

Bab ini me inje ilaskan te intang tinjauian puistaka yang be irisi tinjau ian uimuim 

te intang prose is pe inu injuikkan PJ Ke ipala Dae irah be irdasarkan Pe irme indagri 

Nomor 4 Tahu in 2023. 

BAB III PEiMBAHASAN PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN KEPALA 

DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 4 TAHUN 2023 

TENTANG PENJABAT GUBERNUR, PENJABAT BUPATI, PENJABAT 

WALIKOTA 

Dalam bab ini akan meimbahas t e in t a n g  bagaimana prose is peinuinjuikan PJ 

Ke ipala Dae irah beirdasarkan Peirme indagri Nomor 4 Tahuin 2023 se irta 

ke itidakseisuiaian nya deingan Te iori Deimokrasi  

BAB IV PEiNUiTUiP 

Ke isimpuilan dan reikomeindasi dalam bab ini, yang teirakhir dilakuikan, isinya 

be irlandaskan pada peinjeilasan dan teilah disampaikan dalam bab-bab 

se ibeiluimnya. 

 


